
 
 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 
NOMOR 9 TAHUN  2016 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 
TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015, Bupati menyampaikan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh 

persetujuan  bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan 

perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas 

dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama 

antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah pada tanggal 23 November 2016; 

c. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah sebagimana dimaksud huruf 

b telah dilakukan pembahasan bersama dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna 

Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 30 November 2016;   

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Tahun Anggaran 2017; 

 

 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelo!aan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4934); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);  

 

 



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

(Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578);  

 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Noomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 

 

 

 



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 541); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara 

Tahun 2016 Nomor 874);  

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat  

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  

TULANG BAWANG BARAT 

dan 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG 

BARAT TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat  

Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : 

a.  pendapatan daerah Rp. 836.981.362.000,- 

b.  belanja daerah Rp. 974.681.362.000,- 

 surplus/defisit (Rp. 137.700.000.000,-) 

 

 

   



c.  pembiayaan daerah   

 1. penerimaan Rp. 141.700.000.000,- 

 2. pengeluaran Rp.  4.000.000.000,- 

  jumlah pembiayaan netto Rp. 137.700.000.000,- 

 
sisa lebih pembiayaan tahun anggaran 

berkenaan 

Rp. 0,- 

 

Pasal 2 

 

(1) 

 

 

 

pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 24.483.000.000,-; 

b. dana perimbangan sejumlah Rp. 666.442.327.000,-; 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah                                     

Rp. 146.056.035.000,-. 

(2) pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pendapatan : 

a. pajak daerah sejumlah Rp. 9.573.500.000,-; 

b. hasil retribusi daerah sejumlah Rp. 1.749.500.000,-; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah                        

Rp. 1.150.000.000,-; 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah                                   

Rp. 12.010.000.000,- 

(3) dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis pendapatan : 

a. dana hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah                                        

Rp. 23.564.420.000,-; 

b. dana alokasi umum sejumlah Rp. 465.116.915.000,-; 

c. dana alokasi khusus sejumlah Rp. 177.760.992.000,-. 

(4) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya 

sejumlah Rp. 59.000.000.000,-; 

b. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah                                         

Rp. 7.500.000.000,-; 

c. pendapatan lainnya sejumlah Rp. 4.177.045.000,-; 

d. dana desa Rp. 75.378.990.000,-. 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 3 

 

(1) belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. belanja tidak langsung sejumlah Rp. 438.144.727.000,-; 

b. belanja langsung sejumlah Rp. 536.536.635.000,-. 

(2) belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja: 

a. belanja pegawai sejumlah Rp. 294.284.354.420,-; 

b. belanja bunga sejumlah Rp. 1.350.000.000,- 

c. belanja hibah sejumlah Rp. 15.607.930.000,-; 

d. belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 100.000.000,-; 

e. belanja bagi hasil kepada pemerintah desa Rp. 1.122.300.000,-; 

f. belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 124.680.142.580,-; 

g. belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,-. 

(3) belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis belanja: 

a. belanja pegawai sejumlah Rp. 25.517.784.500,-; 

b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 105.612.991.500,-; 

c. belanja modal sejumlah Rp. 405.405.859.000,-. 

 

Pasal 4 

 

(1) pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. penerimaan pembiayaan daerah sejumlah Rp. 141.700.000.000,-; 

b. pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah Rp. 4.000.000.000,-. 

(2) penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) 

sejumlah Rp. 9.000.000.000,-; 

b. penerimaan pinjaman daerah Rp. 130.700.000.000,-. 

c. penerimaan kembali penerimaan pinjaman Rp. 2.000.000.000,-. 

(3) 
pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah                         

Rp. 2.000.000.000,-; 

b. pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 2.000.000.000,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 5 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri: 

1. Lampiran  I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

2.  Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah,Organisasi, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi 

dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per-golongan dan per-jabatan;  

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset 

Lainnya; 

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya 

Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali 

Tahun Anggaran Ini; 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;  

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 
 

 

Pasal 6 

 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 7 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. 

 
 

 

 

 

 

Ditetapkan Panaragan 

pada tanggal 27 Desember 2016 

PENJABAT BUPATI  
TULANG BAWANG BARAT, 

 

    Dto. 

 

 

ADEHAM 

Diundangkan di Panaragan 
pada tanggal 28 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

 

 

        Dto. 

 
HERWAN SAHRI 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 

NOMOR 9 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN                                  

TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG : 15/TBB/2016 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

      Kepala Bagian Hukum,  

 

 

 

  
     Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
     Pembina 
     NIP. 19770409 200212 1 008 

 


